





1.1 Latar Belakang 
Salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat 
disetiap daerah adalah mengenai pemenuhan pelayanan. Pelayanan disediakan 
oleh pemerintah selaku penyelenggara Negara yang tentunya juga dibantu oleh 
pihak-pihak yang dapat meringankan dan mempermudah tugas pemerintah dalam 
hal pelayanan publik baik itu antar instansi pemerintah, atau pemerintah dengan 
sector swasta, atau pemerintah dengan masyarakat, dan atau pemerintah dengan 
pihak luar negeri. Terdapat juga beberapa pengertian pelayanan yang disampaikan 
oleh Soetopo dalam napitupulu memberikan definisikan pelayanan sebagai usaha 
untuk membantu mengurus/menyiapkan apa yang diperlukan orang lain (Hisbani 
et al., 2015). Menurut Moenir dalam (Hisbani et al., 2015) mendefinisikan 
pelayanan yaitu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
sekelompok orang dengan menggunaka prosedur dan melalui metode yang telah 
ditentukan dengan tujuan memenuhi kebutuhana orang lain sesuai dengan haknya. 
Jadi tanggunggjawab pada terselenggaranya pelayanan public berada 
ditangan pemerintah, maka dari itu pemerintah berkewajiban memberikan 
pelayanan terbaik demi menciptakan kepuasan masyarakat. Perludiperhatikan pula 
bahwa pemenuhan pelayanan public dapat diselenggara secara merata dan setara 





Penyelenggaraan pelayanan public yang masih kurang merata dan setara 
salah satunya terdapat pada pelayanan public dibidang kesehatan. Permasalahan 
tersebut didasari dari adanya perbedaan kemampuan secara fisik setiap manusia 
yang berbeda. Kemampuan secara fisik yang berbeda disebabkan karena tidak 
semua manusia di dunia terlahir dengan fisik yang normal dan lengkap. Masih 
terdapat juga manusia yang terlahir dengan kondisi cacat fisik yang diderita sejak 
lahir atau cacat yang dialami karena sebuah kejadian tertentu (kecelakaan, 
penyakit, dll). Seseorang yang mengalami cacat fisik tersebut dapat juga disebut 
dengan penyandang disabilitas atau difabel. 
Lebih jelasnya yang disebut sebagai penyandang disabilitas menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu dimulai dari kata “penyandang” 
yang memiliki arti menderita atau orang yang menderita sesuatu, sedangkan 
disabilitas adalah kata serapan dari bahasa inggris disability yang memiliki arti 
cacat atau ketidak mampuan(Pawestri, 2017). Dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diartikan bahwa setiap orang yang 
mengidap kelainan baik berupa fisik dan/atau mental dan intelektual dalam kurun 
waktu lama yang menjadikan hal tersebut sebagai hambatan bagi dirinya sendiri 
untuk melakukan sebuah kegiatan atau pertisipasi dengan normal berdasarkan 
kesamaan hak(Patent No. 8 Undang-undang Republik Indonesia, 2016). 
  Jadi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki kekurangan 
fisik atau mental sehingga dengan kekurangan atau keterbatasannya tersebut dapat 
mengganggu segala aktifitasnya. Dengan demikian penyandang disabilitas tidak 
dapat melakukan segala kegiatannya secara mandiri maka dari itu perlu 




Di Kota Malang terdaftar beberapa orang yang tergolong sebagai 
penyandang disabilitas(Alfiah & Tasmilah, 2019), diantaranya yaitu dapat dilihat 
dalam gambar dibawah ini : 
Tabel 1. 1 : Jumlah dan Jenis Penyandang Disabilitas di Kota Malang 
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2021 
NO Tahun Kecamatan 
Jenis Disabilitas 
Tuna Netra Tuna Rungu Tuna Icara Tuna Daksa 
(Buta) (Tuli) (Bisu) (cacat Fisik) 
1 2019 Kedungkandang 10 18 18 32 
    Sukun 51 6 6 38 
    Klojen 6 5 5 11 
    Blimbing 6 10 10 40 
    Lowokwaru 18 8 8 24 
  Jumlah 91 47 47 145 
2 2020 Kedungkandang 11 18 1 31 
    Sukun 23 8 - 36 
    Klojen 6 5 1 11 
    Blimbing 6 10 - 30 
    Lowokwaru 18 9 1 22 
  Jumlah 64 50 3 130 
3 2021 Kedungkandang 59 27 29 154 
    Sukun 65 47 17 178 
    Klojen 33 9 9 104 
    Blimbing 44 25 13 128 
    Lowokwaru 61 28 24 123 
  Jumlah 262 136 92 687 
Sumber : Kota Malang Dalam Angka Tahun 2019, 2020, dan 2021(BPS, 2021) 
  
Dari data diatas diketahui bahwa jenis-jenis penyandang disabilitas yang 
ada di Kota Malang meliputi disabilitas netra (buta), disabilitas rungu (tuli), 
disabilitas wicara (bisu), dan disabilitas daksa (fisik). Untuk penyandang 
disabilitas sendiri dilihat pada kurun waktu 2019 – 2021 terjadi penurunan pada 




Jumlah penyandang disabilitas netra pada tahun 2019 sebanyak 91 jiwa, tahun 
2020 sebanyak 64 jiwa, dan melonjak tinggi pada tahun 2021 sebanyak 262 jiwa. 
Sesuai dengan amanat Undang-undang 1945 Pasal 28 H ayat 1 dan ayat 2 
yang berisi bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan 
batin, dengan memiliki tempat tinggal beserta lingkungan hidup yang baik serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan pada pasal 2 berisi bahwa setiap 
orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dalam pemenuhan 
kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan 
keadilan(Novianingrum, Sholikah, Clarita, & Laila, 2018). 
Dengan berbagai tipe disabilitas yang dialami maka berdampak pada 
pemberian pelayanan kesehatan yang berbeda pula sesuai dengan keterbatasan dan 
permasalahan yang dialami. Sebagai pemerintah yang berkewajiban memberikan 
pelayanan kesehatan melalui puskesmas seharusnya dapat memberikan 
kemudahan pelayanan yang sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki masing-
masing penyandang disabilitas agar mereka tidak merasa bahwa haknya sebagai 
warga Negara kurang dipenuhi atau dengan kata lain terdiskriminasi. 
Untuk mewujudkan pasal 28 H ayat 1 dan ayat 2 terkait dengan hak 
memperoleh pelayanan kesehatan dan untuk mendapatkan persamaan serta 
keadilan dalam bidang kesehatan, maka Puskesmas Janti di Kecamatan Sukun 
sebagai satu-satunya puskesmas dari total 52 Puskesmas di Kota Malang yang 
membuat sebuah inovasi pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas netra 
yang bernama Brexit (Braille E-Ticketing Extraordinary Innovation). Pembuatan 




khususnya bagi penyandang disabilitas netra agar tidak merasa terdiskriminasi dan 
untuk memperoleh pelayanan secara mandiri.  
Untuk mewujudkan kemandirian bagi pasien penyandang disabilitas netra 
perlu dibuat sebuah strategi yang dapat membuat para pasien mampu beraktivitas 
layaknya orang pada umumnya tanpa bergantung pada orang lain. Dengan 
demikian perlu sebuah perubahan khusus pada sector pelayanan kesehatan 
sehingga dapat memebrikan kenyamanan dalam pemenuhan hak memperoleh 
akses kesehatan (Puspitosari, Khalikussabir, & Kurniawan, 2016). 
Awal mula inovasi Brexit dikemukakan oleh Fira Dwi Jayanti sebagai 
salah satu pegawai puskesmas dan juga selaku inovator pelayanan Brexit yang 
dilansir dalam malangtimes pada 23 Juli 2019 menyatakan bahwa awal mula 
kemunculan inovasi Brexit dikarenakan pelayanan terhadap masyarakat yang 
tergolong disabilitas netra masih belum maksimal, belum ada pelayanan khusus 
bagi para disabilitas netra, tingginya tingkat ketergantungan disabilitas netra 
terhadap pendampingnya, dan kecemasan akan terjadi kekeliruan minum obat.  
Disisi lain Puskesmas Janti juga bekerjasama dengan UPT Rumah Sosial 
Bina Netra (RSBN) yang menampung kurang lebih 150 orang penyandang 
disabilitas netra. Kendala yang didapatkan sebelum adanya inovasi Brexit yaitu 
kendala ketika hendak mengakses pelayanan kesehatan, seringkali pasien 
penyandang disabilitas netra bergantung kepada orang lain serta kendala lainnya 
ketika hendak meminum obat dikarenakan kesulitan dalam membedakan mana 




Inovasi Brexit sudah dijalankan sejak tahun 2017 lalu. Layanan yang 
diberikan melalui program Brexit ini berupa jalur khusus bagi para pasien 
disabilitas netra untuk berjalan menggunakan guiding block (ubin yang didesain 
khusus sebagai jalur bagi disabilitas netra berjalan di halaman Puskesmas), 
guiding carpet (karpet yang digunakan sebagai jalur bagi disabilitas netra yang 
dipasangkan di dalam gedung Puskesmas). Karpet tersebut tertuju pada titik 
pemberhentian mulai dari awal masuk gedung puskesmas hingga selesai 
mengakses pelayanan keluar dari Puskesmas. Selain itu pada setiap pemberhentian 
juga diberikan papan nama bertuliskan huruf braille untuk memberikan informasi 
mengenai tempat pelayanan yang dapat diakses yang terdapat tulisan dengan huruf 
braille, dan puskesmas Janti menyiapkan e-tiket obat bertuliskan huruf braille 
yang menyantumkan identitas pasien, aturan minum obat, jenis obat, dan tanggal 
kadaluarsa. Dengan demikian pasien penyandang disabilitas netra mampu 
mengakses pelayanan kesehatan secara mandiri dan dapat mandiri dalam minum 
obat menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Program BREXIT juga 
mengantarkan pemerintah Kota Malang meraih penghargaan dalam Innovative 
Government Award 2018 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 
Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti ingin melihat mengenai 
bagaimana tahapan-tahapan yang telah dilalui pada proses perealisasian inovasi 
Brexit hingga pada proses implementasi, monitoring dan evaluasi, serta 
keberlanjutan program sehingga inovasi Brexit dapat bertahan sampai saat ini 
sebagai pelayanan kesehatan khusus bagi disabilitas netra. Dan terakhir untuk 




agar dapat dibuat evaluasi untuk perbaikan pelayanan kesehatan bagi penyandang 
disabilitas netra di Kota Malang. 
1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai uraian latar belakang dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan inovasi pelayanan publik bidang kesehatan bagi 
disabilitas netra melalui Brexit (Braille E-Ticketing Extraordinary 
Innovation) di Puskesmas Janti Kota Malang? 
2. Apa saja yang menjadi factor penghambat inovasi pelayanan publik bidang 
kesehatan bagi disabilitas netra melalui Brexit (Braille E-Ticketing 
Extraordinary Innovation) di Puskesmas Janti Kota Malang? 
1.3 Tujuan 
Adapun tujun : 
1. Untuk mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik bidang kesehatan 
bagi disabilitas netra melalui Brexit (Braille E-Ticketing Extraordinary 
Innovation) di Puskesmas Janti Kota Malang. 
2. Mendeskripsikan faktor penghambat penerapan inovasi pelayanan publik 
bidang kesehatan bagi disabilitas netra melalui Brexit (Braille E-Ticketing 
Extraordinary Innovation) di Puskesmas Janti Kota Malang. 
1.4 Manfaat 
1. Manfaat Akademis : Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 
menambah dan mengembangkan wawasan, sebagai sarana referensi dan 




praktik pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi disabilitas netra melalui 
Brexit di Puskesmas Janti Kota Malang.  
2. Manfaat Praktis  : Memberikan rekomendasi atau saran kepada 
Puskesmas Janti untuk perbaikan inovasi Brexit agar lebih baik lagi. 
1.5 Definisi Konseptual 
1.5.1 Inovasi Pelayanan Publik 
Inovai menurut Fariborz dalam (Ramdani, 2018) menyatakan bahwa 
inovasi adalah sebuah pembaruan terhadap produk atau jasa, teknologi, struktur, 
administrasi, dan atau sebuah perencanaan baru untuk suatu kelompok atau 
anggota. Inovasi juga diartikan sebagai suatu gagasan, praktik, atau objek yang 
baru dan belum ada sebelumnya yang ditemukan oleh seseorang atau kelompok 
yang kemudian diadopsi oleh kelompok lain(Ramdani, 2018). 
Inovasi juga didefinisikan sebagai proses atau hasil pengembangan, 
pemanfaatan, pengalakan dan keterampilan untuk menciptakan atau melakukan 
sebiah pembaruan produk barang atau jasa, proses atau system baru yang mampu 
memberikan nilai tambah. Secara sederhana inovasi diartikan sebagai ide kreatif, 
tindakan baru, terobosan, dan lain sebagainya yang memiliki sifat memperbaiki 
atau memperbaharui(LAN. Indonesia, 2017). 
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Inovasi Pelayanan Publik (Patent No. 30 Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Revormasi Birokrasi, 2014) mengartikan inovasi pelayanan public 




dan/atau adopsi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara 
langsung dan tidak langsung. Inovasi pelayanan public tidak mengharuskan 
berasal dari penemuan baru, tetapi inovasi dapat terbentuk dari perluasan, 
penyempurnaan, peningkatan kualitas pada konsep yang sudah ada. Menurut 
United Nations 2005 dalam (Warsito, 2016) inovasi adalah penawaran produk 
barang atau jasa/layanan, teknologi, struktur atau system administrasi, serta 
rencana atau program yang baru atau diperbaharui, lebih baik dan lebih murah 
dari yang telah tersedia sebelumnya.   
Berdasarkan pedoman umum Inovasi Lembaga Administrasi Negara(LAN. 
Indonesia, 2017), inovasi memiliki kriteria : 
1. Kebaruan, bahwa sebuah produk atau jasa yang belum atau tidak pernah 
ada  dan belum dilakukan. Nantinya akan diwujudkan dengan tujuan 
melakukan sebuah perubahan kea rah yang lebih baik. 
2. Kemanfaatan, merupakan sebuah output guna memberikan sebuah nilai 
lebih ataupun nilai tambah bagi orang lain. 
3. Memberi solusi, inovasi yang dibuat hendaknya dapat memberikan 
solusi perubahan terhadap permasalahan sebelumnya. 
4. Keberlanjutan, artinya inovasi tidak boleh berhenti pada satu titik 
dikarenakan keberlanjutan inovasi dilakukan oleh banyak pihak dan 
pihak-pihak tersebut harus dapat memahami oleh seluruh anggota 
sehingga dalam penerapannya dapat berjalan dengan semestinya. dan 
tidak menutup kemungkinan akan terus mengalami perubahan seiring 




5. Dapat direplikasi, inovasi yang baik adalah inovasi yang dapat dijadikan 
contoh dan dapat diduplikasi guna melakukan pembaharuan kea rah yang 
lebih baik. 
6. Kompatibilitas, inovasi penting memperhatikan aturan-aturan yang ada 
di luar dengan tidak melanggar system di luar agar terciptanya sebuah 
keharmonisan/kesesuaian dengan lingkungan sekitar. Singkatnya inovasi 
bukan sebagai perusak tatanan yang ada melainkan dapat berjalan 
beriringan.  
Jadi tujuan yang diinginkan dari inovasi adalah bagaimana sebuah 
pembaruan baik dalam bidang jasa, teknologi, produksi, gagasan, dan sebagainya 
itu dapat memberikan hasil yang lebih baik dari sebelum adanya inovasi yang 
dapat berimbas kepada hal-hal lain disekitarnya. Dan inovasi juga tidak harus 
berasal dari sesuatu yang baru, melainkan bisa juga menyempurnakan yang sudah 
ada dan akan terus tumbuh inovasi-inovasi baru yang disesuaikan berdasarkan 
kemajuan zaman. 
1.5.2 Disabilitas Netra 
Pengertian penyandang disabilitas menurut World Health Organization 
2011 dalam (Effendi & Yunianto, 2017) adalah suatu yang meliputi gangguan, 
keterbatasan gerak atau aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan sendir 
memiliki arti sebuah permasalahan yang dialammi seseorang yang berkaitan 
dengan tubuhnya. Sedangkan keterbatasan gerak yaitu keterbatasan ketika hendak 




keterbatasan partisipasi adalah permasalahan yang menjadi hambatan oleh 
seseorang dalam melibatkan diri di lingkungan social.  
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas diartikan bahwa setiap orang yang mengidap kelainan baik berupa fisik 
dan/atau mental dan intelektual dalam kurun waktu lama yang menjadikan hal 
tersebut sebagai hambatan bagi dirinya sendiri untuk melakukan sebuah kegiatan 
atau pertisipasi dengan normal berdasarkan kesamaan hak(Patent No. 8 Undang-
undang Republik Indonesia, 2016). 
Sementara kata netra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memingili arti 
yaitu mata. Jadi disabilitas netra adalah orang dengan keterbatasan atau gangguan 
pada mata atau penglihatan. Biasanya disabilitas netra lebih dikenal dengan 
sebutan orang yang mengalami kebutaan (tidak dapat melihat).  
1.5.3 Brexit  (Braille E-Ticketing Extraordinary Innovation) 
Braille E-Ticketing Extraordinary Innovation merupakan sebuah inovasi 
baru dalam pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk para penyandang disabilitas 
netra di Kota Malang terkhusus di UPT Puskesmas Janti. Jadi pelayanan 
kesehatan ini dibuat agar mempermudah dan memandirikan pasien penyandang 
disabilitas netra untuk melakukan pemeriksaan atau pengobatan di Puskesmas. 
Layanan yang diberikan melalui program Brexit ini berupa jalur khusus bagi para 
pasien disabilitas netra untuk berjalan menggunakan karpet merah (guiding 
carpet). Karpet merah tersebut digunakan sebagai jalur khusus bagi pasien 
disabilitas netra dan dipasangkan sepanjang mulai dari masuk gedung puskesmas, 




hingga pintu keluar. Untuk jalur yang digunakan di luar gedung Puskesmas/di 
halaman puskesmas yaitu menggunakan guiding block seperti paving dengan 
bentuk persegi yang sudah didesain khusus. Selain itu pada setiap pemberhentian 
juga diberikan papan nama atau papan informasi bertuliskan huruf braille untuk 
memberikan informasi mengenai tempat pelayanan yang dapat diakses, dan 
puskesmas Janti juga menyiapkan e-tiket obat bertuliskan huruf braille yang 
menyantumkan aturan pakai dan tanggal kadaluarsa.. Tujuannya agar pasien 
penyandang disabilitas netra mampu mendaftar dengan baik hingga pengambilan 
obat bisa dibaca dengan memanfatkan jalur serta huruf braille. Dan terakhir adalah 
hand rail (pegangan tangan dari besi) yang berfungsi sebagai alat bantu untuk 
melalui tanjakan yang ada di halaman puskesmas untuk menghubungkan antara 
halaman puskesmas dengan gedung puskesmas. 
1.6 Definisi Operasional 
1.6.1 Penerapan inovasi pelayanan publik bidang kesehatan bagi disabilitas 
netra melalui Brexit (Braille E-Ticketing Extraordinary Innovation) di 
Puskesmas Janti Kota Malang. 
a. Inisiasi gagasan dibentuknya inovasi Brexit (Braille E-Ticketing 
Extraordinary Innovation) di Puskesmas Janti Kota Malang. 
b. Studi kelayakan inovasi Brexit (Braille E-Ticketing Extraordinary 
Innovation) di Puskesmas Janti. 
c. Perencanaan dan model inovasi Brexite (Braille E-Ticketing 





d. Sosialisasi Inovasi Brexit (Braille E-Ticketing Extraordinary Innovation) 
oleh Puskesmas Janti. 
e. Implementasi program Brexite (Braille E-Ticketing Extraordinary 
Innovation) di Puskesmas Janti Kota Malang. 
f. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Brexite 
(Braille E-Ticketing Extraordinary Innovation) di Puskesmas Janti Kota 
Malang. 
g. Keberlanjutan program Brexite (Braille E-Ticketing Extraordinary 
Innovation) di Puskesmas Janti Kota Malang. 
1.6.2 Faktor penghambat penerapan inovasi pelayanan publik bidang 
kesehatan bagi disabilitas netra melalui Brexit (Braille E-Ticketing 
Extraordinary Innovation) di Puskesmas Janti Kota Malang. 
a. Fasilitas program pelayanan kesehatan melalui Brexit yang kurang 
sempurna. 
b. Petugas pelaksana (sumber daya manusia) di puskesmas Janti yang 
kurang memadai atau kurang siap. 
c. Para penyandang disabilitas netra yang masih belum siap untuk 
menggunakan fasilitas Brexit.   
1.7 Metode Penelitian 
1.7.1 Jenis Penelitian 
Dalam penelitian “Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Bagi 
Disabilitas Netra Melalui Brexit (Braille E-Ticketing Extraordinary Innovation)” 




diperoleh nantinya akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam 
bentuk deskripsi atau berupa gambaran tentang keadaan objek secara keseluruhan 
dan apa adanya yang berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang atau puhak 
yang diamati (Moleong, 2010). Jadi, riset ini nantinya akan menghasilkan data 
berbentuk kata-kata tertulis yang merupakan deskripsi tentang sesuatu hal. Data-
data tersebut diperoleh melaluiu kegiatan pengamatan di lapangan dan 
wawancara. 
Alasan menggunakan jenis penelitian ini karena ingin melakukan 
pendekatan langsung baik melalui wawancara ataupun observasi dengan subjek 
penelitian. Dengan demikian dapat melihat secara langsung bagaimana penerapan 
program inovasi pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas netra di 
Puskesmas Janti.  
1.7.2 Sumber Data 
Dalam penelitian ini kami menggunakan dua sumber data, yaitu : 
a. Data primer  sumber data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti 
sendiri tanpa adanya perantara. Data primer diperoleh dari wawancara dan 
pengamatan langsung di lapangan. Data atau informasi juka didapatkan dari 
pertanyaan tertulis yang disampaikan secara lisan dengan menggunakan 
model wawancara (Moleong, 2010). Sumber data primer didapatkan dari 
hasil wawancara dengan narasumber dari pihak Puskesmas yaitu 2 orang 
pegawai Puskesmas dan 2 orang penyandang disabilitas netra. 
b. Sumber sekunder : sumber data sekunder ini adalah data yang dapat 




dari dokumentasi dan studi kepustakaan yang bersumber dari media cetak 
dan elektronik, dan juga data sekunder dapat berupa arsip dan berbagai 
sumber data tambahan yang sesuai (Moleong, 2010). Jadi sumber data 
sekunder ini bertujuan untuk memperkuat data primer yang telah 
didapatkan. 
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuwan hanya 
dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 
diperoleh melalui observasi.Observasi merupakan teknik pengamatan dan 
pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi 
dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena 
kejadian atau peristiwa secara sistematis dan didasarkan pada tujuan 
penyelidikan yang telah dirumuskan (Sutama, 2010). Dalam hal ini peneliti 
akan mengamati langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi 
penyandang disabilitas netra melalui fasilitas Brexit yang ada.  
b. Wawancara  
Wawancara adalah suatu bentuk percakapan dengan maksud dan 
tujuan tertentu. Dalam percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pikah 
pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyanan dan terwawancara atau 
narasumber ysng akan membeikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 
2010).  Wawancara ini diajukan kepada 2 orang pegawai Puskesmas Janti 




Kepala Tata Usaha, serta 2 orang penyandang disabilitas netra sebagai 
pengguna layanan tersebut.  
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu atau yang 
sudah tidak dapat dikembalikan ulang kembali. Dokumentasi dapat 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 
Hasil dari wawancara akan menjadi lebih akurat apabila didukung dengan 
adanya dokumen-dokumen pendukung (Sugiyono, 2013). Metode ini 
digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang segala hal yang 
berhubungan dengan riset ini, serta dokumen-dokumen lain yang ada di 
Puskesmas Janti Kota Malang dan juga dokumentasi yang relevan dengan 
pembahasan. 
1.7.4 Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah 2 orang pegawai Puskesmas Janti yakni ibu 
Fira Dwi Jayanti selaku innovator Brexit dan Ibu Erika Prawida sebagai Kepala 
Bagian Tata Usaha serta 2 orang penyandang disabilitas netra. 
1.7.5  Lokasi Penelitian 
Penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Janti 




1.7.6 Teknik Analisa Data Kualitatif 
Analisa data menurut Bogdan dan Biklen pada (Moleong, 2010) 
merupakan upaya ang dilakukan dengan cara bekrja dengan data, 
mengorganisasikan data, memisah-misahkan data menjadi satuan data yang dapat 
dikelola, mensintesiskan, mencari pola, menemukan pola, mencari mana yang 
penting, dan dan memutuskan mana yang nantinya dapat diceitakan kepada oaring 
lain. Proses analisa data diawali dengan menelaah data-data yang sudah didapat 
dari narasumber yang berupa wawancara yang ditulis dalam catatan lapangan, 
dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan lainnya (Moleong, 2010).  
 





1. Pengumpulan data 
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 
melakukan wawancara dengan Kepala Puskesmas Janti, 3 orang pegawai 
puskesmas, dan 5 orang penyandang disabilitas netra. 




Setelah dilakukan pengumpulan data kemudian seluruh data tersebut 
akan dipilah-pilah dan data mana saja yang sesuai dengan pembahasan dari 
permasalahan yang ada. 
3. Display Data 
Penyajian data dilakukan setelah pelaksanaan reduksi data dengan 
tujuan untuk mempermudah peneliti pada saat mendeskripsikan data agar 
dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. 
4. Penarikan Kesimpulan 
Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data 
yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan 
atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, 
keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum 
melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, 
penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-
kegiatan sebelumnya. 
 
 
 
 
 
